
 

 

 

 

BUPATI PULANG PISAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU 

NOMOR 72 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022  

TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN  

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PULANG PISAU, 

 
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, Untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum 

dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/ 

kota, dan Forkopimcam perlu dilakukan perubahan atas 

Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Forum Koordinasi 

Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan dengan menyesuaikan perkembangan 

perundang – undangan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan,  Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 

Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur 

di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

SALINAN 



- 2 -  

 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3373); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770); 

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

194); 
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MEMUTUSKAN: 

  

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG 

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN FORUM 

KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN. 

 

 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 20 

Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Dan Forum 

Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau 

Tahun 2022 Nomor 020) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 24 

 
(1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi Forkopimda dan 

tugas, fungsi Forkopimcam diberikan honorarium per kegiatan 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 
(2) Besaran honorarium per kegiatan Forkopimda ditetapkan sebesar 

Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 

 
(3) Besaran honorarium per kegiatan Forkopimcam ditetapkan 

sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 

 

2. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 

24A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 24A 

 
(1) Jumlah kegiatan per bulan yang dapat dibayarkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) maksimal 15 (lima belas) 

kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan daerah 

dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah. 

 
(2) Jumlah kegiatan per bulan yang dapat dibayarkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) maksimal 5 (lima) kegiatan yang 

berhubungan dengan kegiatan pemerintah kecamatan dan 
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ditetapkan dengan Keputusan Camat.  

 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan 

berlaku surut sejak tanggal 2 Mei 2023. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pulang Pisau. 

 

Ditetapkan di Pulang Pisau  

pada tanggal 18 September 2023 

BUPATI PULANG PISAU, 

 

Ttd 

 

PUDJIRUSTATY NARANG 

 

Diundangkan di Pulang Pisau 

pada tanggal 18 September 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PULANG PISAU, 

 

Ttd 

 

TONY HARISINTA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 072 

 


